DEPARTEMEN KEUAMGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JEMDERAL PAJAK

PERATURAMN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 26 /PJ/2009

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-22/FJ/2009
TENTAMNG PELAKSANAAN PEMBERIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG
PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PERERJA PADA PEMBER! KERJA YANG BERUSAHA

Memimbang

Mengingat

PADA KATEGOR! LSAHA TERTENTLU

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

bahwa dalam rangka membernkan kepastian hukum kepada Wajib
Fajak atas pelaksanzan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung
Pemerintah atas Penghasilan Pekerja Pada Pember Kerja yang
Berusaha Pada Kategori Usaha Terfentu, perlu melakukan perubahan
terhadap ketentuan pelaksanaan pemberian Pajak Penghasilan Pasal
21 Dianggung Pemerintah atas penghasilan pekerja pada pembern
kerja yang berusaha pada kategori usaha tertentu;

bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu menctapkan Peraturan Direklur Jenderal Pajak tlentang
Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2009
tentang Pelaksanaan Pemberian  Pajak  Penghasilan Pasal 21
Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja Pada Pemberi Kerja
yang Berusaha Pada Kategor Usaha Tertentu;

IUndang-Undang Momor & Tahun 1983 lentang Ketlentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
19682 Momor 49, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Momor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakbir dengan
Undang-Undang MNomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Momor 85, Tambahan Lembaran Megara
RAepublik Indenesia Momor 4740);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
(Lembaran Magara Hepubliv Indonesia Tahun 1883 Momor 50,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Momor 3263)
sebagaimana lelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Momor 36 Tahun 2008 {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun Z200B MNomor 133, Tambahan Lembaran MNegara Repubiik
Indonesia Momor 4893);

Feraturan Menteri Keuangan MNomor 43/PMK.03/2009 tentang Pajak
Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atag Penghasilan
Pekera Pada Kategor Usaha Tertenlu sebagaimana telah duban
dengan Peraturan Menter Keuangan Momor 43/PME.03/2009;

Faraturan Direktur Jenderal Pajak MNomor PER-22/PJ/2005 tentang
Pelaksanaan Pemberian Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung
Pemerintah atas Penghasilan Pekerja Pada Pember Kerja yang
Beruzaha Pada Kategori Usaha Tertentu;



Manetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAM DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTAMG PERUBAHAMN
PERATURAM DIREKTUR JENDERAL PAJAK MNOMOR PER-22/PJ/2009
TEMTANG PELAKSANAAN PEMBEHRIAN PAIAK PENGHASILAN PASAL 21
DITANGGUNG PEMERIMNTAH ATAS PEMGHASILAN PEKERJA PADA
PEMBERI KERJA YANG BERUSAHA PADA KATEGODAR! LISAHA
TERTENTLL

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dirgkiur Jenderal Pajak Nomor PER-
22/PJ/2009 tentang Pelaksanaan Pemberian Pajak Penghasilan Pasal 21
Ditanggung Pemerintah alas Penghasilan Pekerja Pada Pemberi Kerja yang
Berusaha Pada Kategori Usaha Tertentu diubah sebagai berikut:

i Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (salu) pasal, yakni Pasal 14
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Fasal 1A

i1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah diberikan
kepada  pekerjia yang memenuhi persyaralan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayal (1) sampai dengan Masa Pajak Juni
2009, sedangkan mulal Masa Pajak Juli 2009 hanya diberikan
kepada pekerja yang memenuhl persyaralan  sebagaimanz
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan telah memiliki Nomor Pokok
Wajib Pajak.

12} Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
yang diterima pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebesar pajak terutang berdasarkan tarit umum Lindang-
Undang Pajak Penghasilan dan tidak termasuk kenaikan tarif
pajak sebesar 20% lebih tinggi bag pekerja vang belum memiliki
Momor Pokolk Wajib Paiak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 ayat (5a) Undang-Undang Pajak Penghasilan,

(3) Kenaikan tarif pajak sebesar 20% lebih lingoi sebagaimans
dimaksud pada ayat (2} tetap dipotong olzh pemberi kerja  pada
saat pembayaran penghasilan kepada pekerja dan disetor ke Kas
Megara oleh pemberi kerja sesuval dengan kelenluan perundang-
undangan.

14) Dalam hal setelah Masa Pajak Juni 2009 pekerja belum mamiliki
Momor Pokok  Wajib  Pajak, Pajak Penghasilan  Pasal 21
Ditanggung Pemarintah hanya diberikan sejak Masa Pajak setelah
pekerja yang bersangkutan meamiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

15) Contoh penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditangoung
Pemerintah bagi pekarja yang belum memiliki Momer Pokok Wailb
FPajak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini,



2. Diantara ayat (1) dan ayat (2} Pasal 3 disisipkan 1 (sawd} ayat, yakni
ayat (1a) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

{n

i1a)

12}

13)

Fasal 3

Pemberi Kerja wajib menyampaikan realisasi pembayaran Pajak
Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah kepada Kepala
wantor  Pelayanan  Pajak  dengan  menggunakan  formulic
sebagamana tercanium dalam Lampiran |l yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Dalam hal jumiah pekerna yang mensrima Pajak Penghasian
Pasal 21 Ditanggung Pemerintah febih dari 30 (tiga puluh) orang,
pember kerja harus menyampaikan daflar pekerja yang telah
menerima Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
dalam bentuk media eiekironik  dan  formulir  sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) dibubuhi cap atau fulisan "DAFTAR
PEKERJA YANG TELAH MENERIMA PPh  PASAL 21
DITANGGUMNG  PEMERINTAH  ADALAH  SEBAGAIMANA
TERCANTUM DaALAM MEDIA ELEKTROMIK YANG TIDAK
TERPISAHKAN DARI FORMULIR IMI".

Alas Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) wajib dibuatkan
Sural Setoran Pajak yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh PASAL
21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS  PMK NOMOR
43/ PMEL03/2008" oleh pamberi kerja.

Formuiir dan Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat {1a}, dan ayal (2} dilampirkan dalam Sural
Pembaritabuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Masa
Pajak yang sama.

3. Diantara Pasal 2 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34
sehingga berbunyi sebagai berkut:

i1}

12)

Pasal 34

Dalam hal Pajak Penghasilan Pasal 21 Citanggung Pemerintah
terlaniur disetor ke Kas MNegara sehingga terjadi kelebihan
penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam suatu Masa Pajak,
kelagbihan penyetoran tersebut dapat diperhitungkan dengan Pajak
Penghasilan Pasal 21 yang terutang pada Masa Pajak berikutnya
melalui Surat Pemberitanuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21,

Pajak  Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah yang
terlanjur disetor ke Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib dibayarkan oleb permberi kerja kepada pekerja pada saat
pembayaran penghasilan Masa Pajak berikutnya.



4. Ketentuan Pasal & diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

FPasal &

Dalam hal ditemukan ketidakbenaran atas pelaksanaan pembearian
Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemaeariniah yaitu dalam
bentulk:

a. pember kera tidak membayarkan Pajak Penghasilan Pasal 24
Ditanggung Pemerintah kepada pekerja yvang memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat {1) dan Pasal 1A ayal
(1}, atau

b. Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah diberikan
kepada pekerja vang lidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat {1) dan Pasal 1A ayat (1),

Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemeriniah tersebut ditagih
kemball kepada pamberi kerja berikut sanksi sesuai dengan kelentuan
Pasal 13 ayal (3) Undang-Undang Momor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana taelah
beberapa kali giubah terakhir dengan Undang-Undang MNomor 28
Tahun 2007,

Fasal ||

Feraturan Direkiur Jenderal Pajak ini mulal berlakuy pada fanggal ditetapkan
sampail dengan tanggal 31 Desember 2009,

Agar seliap orang mengelahuinya, memenntahkan pengumuman Peraturan
Dirgktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia,

_———Ditetapkan di Jakaria
Padatanggal 18 Maret 2000
IREKTUR JENDERAL F‘MHK?}_
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CONTOH

LAMPIRAMN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

MNOMOA PEA-26/PJ/2003 TENTANG
FERUBAHAN PER-22PN2000  TENTANG
FELAMSAMNAAN  PEMHERIAM  PAJAK
FEMGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG
PEMERIMNTAH ATAS PENGHASILAN
FEKEAJA PADA PEMBERI KERJA YANG
BEAUSAHA  PADA  HATEGOR!  USAHA
TERTENTL

PENGHITUNGAN

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGLUNG PEMERINTAH
BAGI PEKERJA YANG BELUM MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWPF)

Peari lrawan adalah pegawai tetap ¢ F

T Majutex dan belum memiliki NPWP. PT Majutex

merupakan perusahaan yang bergerak pada kalegor usaha industn pertenunan dengan
Klasifixasi Lapangan Usaha 17114, Pada bulan Maret 2009 Peri lrawan memperoleh gaji
peserta tunjangan berupa uang sebesar RpS.000.000 dan membayar iuran pensiun sebesar
RpEa.000. Peri lrawan manikah dan mempunyai 2 anak {status KJ/2),

a. Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang bulan Marat 2009:
Fenghasitan bruto sebulan Rp 5.000.000
Pengurangar:
Biaya jabatan (5% x Bp 5.000.000) Ap 250.000
luran Fensiun Ap 25.000
o " Rp 275.000
Penghasitan Meto sebulan ‘Rp 4.725.000
Penghasilan neto setabun 12 % Rp4.725.000 Rp 56.700.000
PTKP setahun:
- untuk WP sendiri Rp15.840.000
- tambahan WP kawin Rp 1.320.000
lambahan untuk 2 orang anak Ap 2.640.000
 Ap19.800.000
Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 36.800.000
PPh Pasal 21 terutang setahun | 5% x Ap36. 800,000 Rp 1.845.000
PPh Pasal 21 terutang sebulan Rp1.845.000 /12 Rp 153750
Kenaikan tarif pajak 20% lehih  20% x Rp 153.750 Ap 30.750
tinggi  karena  tidak  memiliki
NPWP
Jumiah PPh PFasal 21 bulan Hp153.730 + Rpd0.750 Ap 1B4.500
Maret 2009
b. Besarnya penghasilan yang diterima Peri Irawan apabila PPh Pasal 21 fidak ditanggung

Pemearintah:

Penghasilan bruto sebutan
Dikurangi iuran pensiun
Dikurangi PP Pasal 21 terutang

Dikurangi kenaikan tarif pajak 20% lebih tinggi karena tidak mamifiki

MEWE
Besarnya penghasilan yang diterima

Bp 5.000.000
Ap  (25.000)
Rp  (153.750)
Ap  (30.750)

Ap 4.790.500



.

d.,

Besarnya penghasilan yang diterima Peri lrawan apabila PPh Pasal 21 Ditanggung
Famarintah;

Besarnya penghasilan apabila PPh Pasal 21 ldzk ditanggung Ro 4.790.500
Pemerintah

Ditamhbah PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah * Rp 153.750
Besarnys penghasilan yang diterima "Rp 4.944.250

* Besarnya PPh Pasal 21 Dilanggung Pemerintah lidak lermasuk kenaikan tarif pajak
20% lebih tinggl sehingga PT Majulex tetap harus melakukan pemotongan PPh Pasal
21 dengan tarif pajak 20% lebih tinggi yaitlu sebesar Bpa0. 750,

Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dan kenaikan laril pajak
20% lewh tinggi wajib dibuatkan bukb pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
sesual Peraturan Menteri Keuangan Momor 252/PMEC03/2008 lenlang Petunjuk
Pelaksanaan Pemoctongan Pajak atas Penghasilan Schubungan dengan Pekerjaan,
Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi,

Apahila setelah bulan Juni 2009 Per lrawan belum mamiliki NPW P maka atas PPh Pasal

21 yang terutang tidak ada yang ditanggung Pemerintah sehingga besamya penghasilan
vang diterima Peri Irawan adalah sebesar Bp 4.790.500, }
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